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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah  

Manusia sebagai makhluk social tidak pernah lepas dengan manusia 

lain.manusia memiliki kepentingan berbeda antara satu dengan yang lain.dengan 

perbedaan kepentingan ini hubungan yang dibangun anatara manusia yang satu 

dengan manusia yang lain bisa mengaruh terbentuknya pertentangan, perselihan, 

sengketa,bahkan permusuhan .untuk menghindariterjadinya hal ini, diperlukan 

norma atau rambu-rambu kehidupan. Selain norma agama, norma etika, di kenal 

juga norma hokum yang sangat penting peranannya dalam mengatur perilaku 

manusia dalam hidup bermasyarakat.1 

Bentuk bangunan terkecil dari masyarakat adalah keluarga, yang 

merupakan sub sistem dari sistem sosial yang di dalamnya berlaku norma-norma 

etika, moral, agama, dan hukum. Ia berinteraksi dengan sub sistem-sub sistem 

lainnya yang mempengaruhi keluarga, sementara keluarga dapat terwujud jika 

ada sebuah pernikahan.Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sangat sakral 

dalam perjalanan kehidupan uamat manusia. dikatakan sakral Karena dalam akad 

pernikahan yang dilangsungkan tersebut pihak suami mengucapkan akad nikah 

dimana dia dengan suka rela telah menyatakan qabul dari ucapan ijab walicalon 

isteri. Sebab dalam kompilasi hukum Islam pasal 2 disebutkan “perkawinan 

menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akadyang sangat kuat atau 

1 Muhammad nasir,Hukum Acara Perdata, (Jakarta:Djambatan,2003), cet.2, 1 

1  
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mitsaaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan 

ibadah’2 

Dalam Islam, pernikahanbukanlah semata-mata sebagai kontak biasa, 

tetapi mempunyai nilai ibadah al-qur’an sendiri menggambarkan tali perkawinan 

itu sebagai tali yang kokoh (mitsaqaan ghalizhan) untuk mentaati perintah Allah 

dan melakukannnya merupakan ibadah3 

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuh Allah 

dalam rangka membina kelurga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Selain itu 

juga untuk menghasilkan keturuanan.  

Namun tidaklah mudah dalam mewujudkan kedamaian dan keharmonisan 

melalui perkawinan bila terus dasari dengan nafsu amarah dan emosi yang 

berlebihan dapat menggoyahkan perkawinan dalam rumah tangga itu sebabnya 

tidak menutup kemugkinan perselisihan dan persengketaan yang terlalu lama 

tanpa adanya uapaya kedamain dan solusi untuk menyatukan maka perceraianlah 

yang menjadi ujung solusi baginya .meski perceraian merupakan satu-satunya 

sebagai pemisah antara mereka . setiap usaha untuk merusak hubungan 

perkawinan dan melemahkan adalah yang dibenci Islam , karena merupakan 

merusak sendi-sendi kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami 

isteri4 

2 Arloka Tth, Undang – Undang Perkawinan Di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam, 
(Surabaya: Arloka), 1. 
3Tim penulis, Relasi Suami Istri Dalam Islam, (Jakarta: Pusat Studi Wanita (Psw) Uin Syarif 
Hidayatullah Jakarta, 2004).1. 
4Al-Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Terjemah, (Bandung:Pt Alma’arif,1996), cet, ke-2,jilid 9,9. 
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 ابوا واهر ( الطلاق الله الى الحلال ابغض وسلم عليه الله اللهصلى رسول قال:  قال عمر ابن عن

 )جه ما ناب داودو

Artinya : Dari Ibnu Umar  ia berkata bahwa rasulullah SAW. Telah bersabda ; 
sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak 5 

Pertengakaran dan perselisihan terus-menerus dalam suatu rumah tangga 

tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun melalui 

kata-kata yang tidak senonoh ataupun mengucapkan kata talak, baik secara shar 

ih (jelas) maupun khinayah (sindiran bermaksud mentalaq) tetapi juga dapat 

suatu pertengkaran itu berupanya acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan 

satu sama lain yang menunjukkan tidak harapan lagi kedunya akan hidup rukun 

kembali dalam rumah tangga. 

Dalam sebuah keluarga, suami wajib melindungi dan memberikan segala 

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya dan istri 

wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, karena suami adalah kepala 

keluarga dan tugas istri adalah sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga.6 

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 

masyarakat. Pembagian peran sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 31 

ayat 3 dan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan bahwa hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan adalah seimbang. 

Pembagian tugas sebagaimana diatur secara jelas dalam undang-undang tersebut 

nampaknya memang mengekalkan apa yang selama ini dianut oleh sebagian 

5Al-Hafidz Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, (Beirut: Daar Al-Fiqri, 1994), jilid 2, 500 
6 Bambang Sugono, Hukum Dan Kebijaksanaan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 1 
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besar masyarakat dan justru pembagian tugas inilah yang sedang mengalami 

proses pertimbangan dalam lingkup yang luas. Di zaman ini banyak suami yang 

tidak menjadi satu-satunya pencari nafkah melainkan istri juga ikut bekerja, 

sehingga mempunyai waktu lebih sedikit atau bahkan tidak punya waktu sama 

sekali untuk mengurus rumah tangga. Beragamnya kepentingan antar manusia 

dapat terpenuhi secara damai, tetapi juga menimbulkan konflik.7 

Konflik tak jarang berujung pada sebuah perceraian. Perkawinan yang 

diharapkan sakinah mawadah dan penuh rahmat ternyata harus kandas ditengah 

jalan karena seribu satu permasalahan yang timbul didalam keluarga. Perceraian 

merupakan obat terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan pergolakan yang 

terjadi antara suami istri. Perceraian laksana karantina penyakit, maka keluarga 

yang dilanda pertengkaran dan percekcokan serta rasa benci antara suami istri 

harus mencapai jalan keluar yang layak untuk tidak melukai dan menyakiti kedua 

belah pihak. Dalam Undang - undang Perkawinan Tahun 1974 BAB VIII Pasal 38 

telah dijelaskan bahwa suatu perkawinan dapat putus karena: kematian, 

perceraian dan, keputusan Pengadilan. 

Dan dijelaskan pula tetantang perceraian yakni Pasal 39: 

a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, 

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. 

b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara 

suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.Tata 

7 Sp. Wasis, Pengantar Ilmu Hukum, (Malang: Umm Press, 2002), 7 
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cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan 

perundang-undangan tersendiri.8 

c. Perceraian merupakan perbuatan yang halal akan tetapi sangat 

dibenci oleh Allah.9 

Karena hal tersebut sama saja dengan usaha menyepelekan hubungan 

perkawinan dan melemahkannya, dan berusaha merusak kebaikan dan 

menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.Akan tetapi suatu kenyataan 

pula, bahwa dalam pergaulan rumah tangga khususnya dalam hal menjalankan 

hak dan kewajiban sebagai suami istri sering timbul persengketaan sehingga 

mengakibatkan perselisihan/pertengkaran yang terus menerus diantara suami 

istri, yang hingga akhirnya kecocokan diantara suami istri menjadi hilang, dan 

menyebabkan keduanya atau salah satu pihak mengajukan perceraian.10 

Terjadinya perceraian ini membawa berbagai konsekuensi logis yang 

harus diterima masing-masing pihak, termasuk anak hasil perkawinan mereka 

sebagai pihak yang paling dirugikan. Salah satu hal penting yang mungkin 

kurang dipertimbangkan ketika terjadi perceraian adalah tanggung jawab 

pemeliharaan anak atau hak asuh anak. Pemeliharaan anak merupakan tanggung 

jawab kedua orang tua, baik ketika kedua orang tuanya masih hidup rukun dalam 

ikatan perkawinan maupun ketika mereka gagal karena terjadi perceraian. 

Pemeliharaan ini meliputi berbagai hal, diantaranya masalah ekonomi, 

8 Arloka Tth, Undang – Undang Perkawinan Di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam, 
(Surabaya: Arloka), 17. 
9 Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah 8, (Bandung: Pt Ma’arif, 1980), 8. 
10 Rizal purnomo, ‘’gugat rekonpensi dalam sengketa cerai gugat dan implikasinya terhadap hak 
hadhanah di pengadilan agama studi analisis perkara No. 078/pdt. G/2007/PA. Jakarta pusat’’ 
(Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah,2008) 
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pendidikan dan masalah-masalah lain yang menjadi kebutuhan pokok anak serta 

menjaga moralitas anak untuk tetap terjaga sesuai dengan batas-batas yang ada. 

Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai dengan adanya 

globalisasi di semua aspek kehidupan manusia, istilah anak haruslah dipahami 

lebih luas dan menyeluruh agar orang tua tidak hanya memprioritaskan 

kewajibannya pada terpenuhi kebutuhan materiil anak saja, tetapi lebih dari itu 

kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang, turut menjadi faktor penentu 

pembentuk kepribadian anak.Sehingga kualitas komunikasi antara anak dan 

orang tua mutlak perlu mendapatkan perhatian. Bila hal ini tidak terpenuhi, maka 

pada akhirnya anak akan mencari konpensasi di luar yang besar kemungkinan 

akan lebih mendatangkan pengaruh negatif dari pergaulan mereka. Dan kondisi 

anak memang rentan dengan segala kondisi termasuk pada persoalan social 

kehidupan yang masuk pada si anak tersebut. 

Dalam hal ini Islam pemeliharaan anak disebut ḥaḍānah Secara 

etimologis, ḥaḍhānah ini berarti di samping atau berada di bawah ketiak. 

Sedangkan secara terminologinya, ḥaḍhānah merawat dan mendidik seseorang 

yang belum mumayyiz atau yang kurang mampu kecerdasannya, karena mereka 

tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.11 dalam firman Allah pada surat Al-

Baqarah ayat 233.12 

الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقُـهُنَّ   لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يتُِمَّ أوَْلادَهُنَّ حَوْلَينِْ كَامِلَينِْ  وَالْوَالِدَاتُ يُـرْضِعْنَ 

 دِهِ وَعَلَىوكَِسْوَتُـهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَـفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَ 

11Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), 415. 
12 Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 
149. 
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هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أرََدْتمُْ   أَنْ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فإَِنْ أرَاَدَا فِصَالا عَنْ تَـراَضٍ مِنـْ

تُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّـقُوا اللهََّ وَاعْ  لَمُوا أنََّ اللهََّ بمِاَ تَسْتـَرْضِعُوا أوَْلادكَُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَـيـْ

 ٢٣٣٠ٌتَـعْمَلُونَ بَصِير

Artinya : “para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, adalah bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. 
Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah 
seorang ibu menderita kesengsaraan anaknya dan seorang ayah karena anaknya, 
dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduannya ingin menyapih 
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduannya dan permusyawaratan, maka 
tidak ada dosa atas keduannya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh 
orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 
menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa 
Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. 

 
Para ulama fiqih mendefinisikan ḥaḍhānah adalah pemeliharaan anak-

anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar 

tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, 

menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, 

rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul 

tanggung jawabnya.13 

Namun dalam hal ini yang perlu ditegaskan adalah bahwa terdapat 

perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan bersifat materiil dan tanggung 

jawab pemeliharaan yang bersifat pengasuhan. Tanggung jawab pemeliharaan 

yang besifat materiil dalam konsep Islam merupakan kewajiban ayah. Sedangkan 

tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat pengasuhan, dalam berbagai literatur 

fiqih, prioritas utama diberikan kepada ibu selama anak tersebut belum 

13Abd. Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), cet ke I, 176 
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mumayyiz. Apabila anak tersebut sudah mumayyiz, hendaklah diselidiki oleh 

yang berwajib (hakim) siapakah di antara kedua orang tuanya yang lebih baik dan 

lebih pandai untuk mendidik anak itu, selanjutnya sianak hendaklah diserahkan 

kepada yang lebih cakap untuk mengatur kemaslahatan itu. Akan tetapi kalau 

keduanya sama saja, anak itu harus disuruh memilih kepada siapa diantara 

keduanya yang lebih disukai oleh si anak.14 

Secara umum, sudah dapat diketahui bahwa bagi anak yang belum 

mumayyiz hak pengasuhannya diprioritaskan kepada ibu, tetapi bagaimanakah 

jika perceraian orang tuanya itu terjadi karena dasar putusan dan pertimbangan 

hakim terhadap pemberian hak asuh anak sebelum mumayyiz kepada ayah dalam 

putusan nomor 1218/PDT.G/2013/PA.Ngj. Artinya, putusan hakim dalam hal ini 

adalah putusan yang tidak sesuai dengan KHI pasal 105 point a bahwa anak yang 

masih belum mumayyiz masih ada di bawah pengasuhan ibunya. Bagaimana 

dasar dan pertimbangan hakim terhadap pemberian hak asuh anak sebelum 

mumayyiz kepada ayah dalam putusan nomor 1218/PDT.G/2013/PA.Ngj? 

Serta pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 

disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan pancasila   dan 

berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta 

prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi: 

a. Non diskriminasi 

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak 

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan 

14Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), 403. 
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d. Penghargaan terhadap pendapat anak. 

Sementara itu dalam KHI pasal 105 point a disebutkan bahwa : 

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah 

hak ibunya. Jadi aturan di atas merupakan pegangan para hakim dalam 

memutuskan perkara ḥaḍānah, selain juga memakai rujukan lainnya. Karena itu 

bagaimanakah para hakim memutuskan perkara anak yang masih belum 

mumayyiz diberikan kepada si ayah berkaitan dengan status hak asuh anak 

kepada ibunya. 

Dari gambaran di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang hak asuh 

anak dalam perkara putusan Pengadilan Agama Nganjuk yang telah memutuskan 

perkara Nomor 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj. Dalam perkara tersebut suami isteri 

mempunyai dua orang anak perempuan yang masing-masing berumur 10 tahun 

dan 4,5 tahun, kemudian sang isteri mengajukan cerai gugat dikarenakan sang 

suami sering berlaku kasar dan ingin menang sendiri (seluruh uang di kuasai 

sendiri), dan meminta hak asuh anak diserahkan kepada sang isteri semua. 

 

B. Identifikasi dan Batasan masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, menunjukkan 

bahwa terdapat beberapa identifikasi masalah dalam skripsi yang berjudul‚ 

Analisis yuridis putusan pengadilan agama nganjuk nomor: 1218/pdt. 

G/2013/pa.ngj. Tentang pemberian hak asuh anak sebelum mumayyiz kepada 
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ayah yaitu: Ketentuan putusan dan pertimbangan hakim dalam memberikan hak 

asuh anak kepada ayah 

a. Peraturan perundangan tentang hak asuh anak 

b. Dasar hukum dan syarat-syarat hak asuh anak 

c. Hak asuh anak jika belum mumayyiz 

d. Pertimbangan majlis hakim dalam menentukan hak asuh anak 

Analisis yuridis putusan pengadilan agama nganjuk nomor : 1218/pdt. 

G/2013/pa.ngj. Tentang pemberian hak asuh anak sebelum mumayyiz kepada 

ayah.” 

2. Batasan Masalah 

Dari beberapa masalah yang dapat diidentifikasi peneliti di atas dan 

banyaknya perkara yang ditemukan, maka agar tidak terjadi kesalahfahaman 

dalam pembahasan skripsi yang akan ditulis, maka peneliti membatasi terhadap 

permasalahan dari: 

a. Dasar hukum dan pertimbangan hakim terhadap pemberian hak asuh 

anak belum mumayyiz kepada ayah dalam putusan Nomor: 

1218/Pdt.G/Pa.Ngj? 

b. Analisis yuridis terhadap pemberian hak asuh anak yang belum 

mumayyiz kepada ayah dalam putusan Nomor: 1218/Pdt.G/Pa.Ngj? 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari gambaran di atas agar lebih terarah, peneliti merumuskan dengan 

bentuk-bentuk pertanyaan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim terhadap pemberian hak 

asuh anak sebelum mumayyiz kepada ayah dalam putusan Nomor: 

1218/Pdt.G/2013/Pa.Ngj ? 

2. Bagaimana analisis yuridis dalam putusan nomor : 1218/pdt.g/2013/pa.ngj.? 

 

D.  Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan 

gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang 

mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan 

tidak ada pengulangan materi penelitian. Ada beberapa karya tulis yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya adalah: 

Anik Wahyuni, dalam skripsinya yang berjudul Hak Ḥaḍānah Ayah 

Terhadap Anak yang Belum Mumayyiz Akibat Perceraian di Pengadilan Agama 

Jombang (Analisis Hukum Islam). Skripsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel 

Surabaya – Syariah / AS tahun 2002 ini, menjelaskan bahwa Pengadilan Agama 

Jombang menerima dan memutuskan hak Hadanahayah terhadap anak yang 

belum mumayyiz dikarenakan ibunya telah merelakan hak ḥaḍānah-nya dan tidak 

keberatan anak diasuh oleh ayah, oleh karena itu hal tersebut dipandang bahwa 

ibu tidak berkehendak melaksanakan hak pemeliharaan anak hak ḥaḍānah, 

sehingga hakim berhak untuk memindahkan hak tersebut kepada ayah yang juga 
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mempunyai hak ḥaḍānah dan telah memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak 

ḥaḍānah15. 

Dewi Masyitoh, dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 223/PDT.G/2007/PA.Gs 

Tentang Hak Asuh Anak. Skripsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya – 

Syariah / AS tahun 2007 ini, menjelaskan bahwa pertimbangan yang 

dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Gresik yang memberikan hak asuh 

anak dalam usia 10 tahun kepada ayahnya adalah karena di khawatirkan secara 

fisik dan kejiwaan anak tersebut menjadi goncang karena penguasaanya menjadi 

rebutan antara ayah dan ibunya, padahal sebelumnya sudah merasa tenang dan 

aman di bawah penguasaan ayahnya. Akan tetapi ibunya diberi hak bezoek (hak 

berkunjung) kepada anak tersebut 16. 

A. Nafidzul Azizi, dalam skripsinya yang berjudul Analisis Hukum Islam 

Terhadap Hak Asuh Anak Belum Dewasa yang di Berikan Kepada Ayah (Studi 

Putusan Nomor: 894/Pdt.G/2008/PA.Pas). Skripsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel 

Surabaya – Syariah / AS tahun 2012 ini, menjelaskan bahwa keputusan yang 

dilakukan oleh Pengadilan Agama Pasuruan dalam sengketa hak asuh anak yang 

memberikan ḥaḍānah kepada ayah didasarkan atas kemaslahatan anak, agar 

15 Anik Wahyuni, ‚Hak Hadanah Ayah Terhadap Anak yang Belum Mumayyiz Akibat 
Perceraian di Pengadilan Agama Jombang (Analisis Hukum Islam), (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 
Surabaya, 2002). 
16 Dewi masyito‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 
223/Pdt.G/2007/PA.Gs Tentang Hak Asuh Anak‛ (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007). 
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agama anak dapat terjaga dan tidak mengikuti agama yang ada di lingkungan 

ibunya17. 

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, fokus penelitian ini 

berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang menjadi perbedaan adalah dari segi 

permasalahannya, yang mana dari ketiga penelitian di atas semuannya hak asuh 

anaknya jatuh kepada ayahnya sedangkan yang akan peneliti teliti ini hak asuh 

kedua anaknya di bagi kepada masing-masing orang tuanya dalam Putusan 

Nomor: 1218/Pdt.G/2013/Pa.Ngj. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Dengan adanya rumusan masalah di atas, peneliti dapat memberikan 

tujuan dari penelitian ini ialah:  

Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim 

terhadap pemberian hak asuh anak kepada ayah yang masih sah di asuh oleh 

ibunya berdasarkan Dalam Putusan Nomor: 1218/Pdt.G/2013/Pa.Ngj. 

Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis dalam putusan Nomor: 

1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj tentang pemberian hak asuh anak yang belum 

mumayyiz kepada ayah. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

17 A. Nafidzul Azizi,Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Belum Dewasa yang di Berikan 
Kepada Ayah (Studi Putusan Nomor: 894/Pdt.G/2008/PA.Pas)‛ (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 
Surabaya, 2012). 
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Dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai berikut: 

1. Aspek Teoritis 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam 

tentang pemberian hak asuh anak belum mumayyiz kepada ayah melalui putusan 

hakim di Pengadilan Agama khususnya dalam studi analisi  putusan Nomor: 

1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj. 

2. Aspek Praktis 

Diharapkan penelitian ini berguna bagi praktisi hukum untuk mengambil 

putusan yang akan di jatuhkan kepada pihak yang berperkara dalam hak asuh 

anak. 

 

G. Definisi Operasional 

Analisis yuridis suatu penguraian hukum atas perundang-undangan yang 

berlaku18. Hal ini menganalisis putusan pengadilan agama nganjuk nomor : 

1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj. tentang pemberian hak asuh anak yang belum 

mumayyiz kepada ayah. 

Hak asuh anak adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadi 

putus perkawinan.19 

 Putusan pengadilan adalah sebuah produk pengadilan karena adanya dua 

pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu‚ penggugat dan‚ tergugat.20 

18 Pius A Partanto,M Dahlan Al Barri, Kamus Ilmiah Popular, (Surabaya:Arloka,1994.), 29 
19Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: kencana, cet ke III, 2009), 
329 
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H. Metode Penelitian 

1. Data yang Dikumpulkan 

Data tentang putusan hakim pada pemberian hak asuh anak belum 

mumayyiz kepada ayah  

Analisis yuridis hakim dan panitera di Pengadilan Agama Nganjuk. 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan 

sumber data sekunder. 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung penulis secara 

langsung dari sumber aslinya. bahan hukum primer penelitian ini adalah: 

Dokumen putusan Pengadilan Agama nganjuk Nomor: 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj 

tentang pemberian hak asuh anak belum mumayyiz kepada ayah. Hakim dan 

panitera Pengadilan Agama Nganjuk 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer21. Seperti dokumen-dokumen resmi yang ada kaitannya 

dengan hasil ketetapan hakim, undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Amir Syarifuddin, Hukum 

20Roihan A. Rasydi, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2007), 203. 

21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1986), 52. 
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Perkawinan Islam di Indonesia, Abd Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat, 

Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Wawancara ialah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan 

secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yaitu untuk mengumpulkan 

keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka22. 

Wawancara yang dilakukan penelitidalam hal ini adalah wawancara kepada 

hakim dan panitera Pengadilan Agama Nganjuk. 

b. Dokumentasi  

 Dokomentasi yaitu dengan pengumpulan data yang ada pada dokumentasi, 

obyek-obyek penelitian terkait serta catatan-catatan lainnya yang terdapat di 

Pengadilan Agama Nganjuk23, diantaranya berkas perkara putusan Pengadilan 

Agama Nganjuk Nomor: 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj. 

 Setelah data yang berkaitan dengan putusan Nomor: 

1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj terkumpul, maka penulis menganalisis data tersebut 

dengan mengunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang membuat 

gambaran mengenai situasi atau kejadian dalam penelitian ini. Metode tersebut 

digunakan untuk mendeskripsikan pendapat Pengadilan Agama Nganjuk yang 

menetapkan hak asuh anak belum mumayyiz kepada ayah. Tujuan dari metode 

ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian 

22 Burhanudin Ashhofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 95. 
23 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta, Rineka Cipta, 
1997), 234. 
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secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

 Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir deduktif, 

yakni bermula dari hal-hal yang bersifat umum yaitu peraturan undang-undang 

yang menjelaskan tentang perkawinan, khususnya dalam hal hak asuh anak. 

Selanjutnya konsep dasar itu digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat 

khusus yaitu pertimbangan Hakim beserta dalil-dalil hukum yang digunakan 

dalam menetapkan hak asuh anak belum mumayyiz kepada ayah dalam putusan 

Nomor: 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj dan akhirnya ditarik sebuah kesimpulan. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab pokok kajian 

sebagai berikut: 

BAB I, Pendahuluan, memuat uraian latar belakang, rumusan masalah, 

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II, tinjauan teoritis tentang ḥaḍānah, pengertian ḥaḍānah secara 

umum, dasar hukum ḥaḍānah dan KHI , syarat-syarat ḥaḍānah, dan hak 

pemeliharaan ḥaḍānah jika belum mumayyiz kepada ayah. 

BAB III, deskripsi hasil penelitian yang meliputi gambaran umum tentang 

pengadilan agama nganjuk (sejarah, wilayah yuridiksi, kompetensi serta struktur 

Pengadilan), isi putusan, dasar pertimbangan hukum majelis Hakim dalam 
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menetapkan perkara hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah dalam 

putusan nomor: 1218/Pdt.G/2013/Pa.Ngj 

BAB IV, memuat analisis yuridis dalam Putusan Nomor: 

1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj tentang pemberian hak asuh anak belum mumayyiz 

kepada ayah. Analisis disini memuat dua hal yaitu satu, dasar dan pertimbangan 

hukum oleh Hakim. Dua, analisis terhadap putusan nomor: 

1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj. 

BAB V, merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan hasil 

penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


